
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Tanggung jawab hukum lembaga profesi penunjang pasar modal untuk
melindungi investor
A. Sularso, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=80995&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Kehadiran pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber dana pembiayaan perusahaan, merupakan

mekanisme pasar untuk mempertemukan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dan membutuhkan

dana jangka panjang secara terorganisir. Semenjak tahun 1989, Bursa Efek mulai bangkit kembali, ekonomi

Indonesia tumbuh berkembang ke arah sistem perekonomian terbuka, berbagai peraturan pasar modal

dikeluarkan guna mengantisipasi permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan yang begitu pesat.

 

Pasar modal mengalami boom sejak tahun 1989, emiten dengan mudah memperoleh dana segar dari

masyarakat pemodal, sedang pemodal dengan mudah memperoleh keuntungan sampai lebih dari 100%

dalam jangka dua minggu, karena selisih harga perdana dan harga pasar sekunder. Kesempatan ini secara

tidak tanggung-tanggung digunakan oleh oknum-oknum pelaku yang terkait dalam lembaga penunjang pasar

modal, banyak tudingan masyarakat diarahkan kepada antara lain profesi penujang, yang dituduh tidak

mengungkapkan keadaan perusahaan secara obyektif, tidak independen dsb. Para analis saham sulit

membedakan antara laporan yang substantial dan rekayasa. Namun akhirnya pasar modal mengalami

malapetaka (harga saham jatuh secara drastis), sehingga uang sejumlah trilyunan rupiah amblas, masyarakat

menjerit dan menangis.

 

Keputusan Presiden no 53/1990 dan Keputusan Menteri Keuangan no.1548/KMK.013/1990, yang intinya

merubah fungsi Bapepam yang semula sebagai pengawas dan pelaksana kegiatan pasar modal, menjadi

pembina dan pengawas saja.Tesis ini menganalisa tanggung jawab hukum profesi penunjang dalam rangka

melindungi investor (pemodal). Sampai sejauh mana tanggung jawab profesi penunjang terhadap investor,

serta peraturan yang mendukungnya apakah masih memadai.

 

Hal tersebut karena wewenang menunjuk profesi penunjang untuk mengerjakan audit (pemeriksaan laporan

keuangan, pemeriksaan hukum, penilaian aset, dan dokumen hukum) berada pada emiten atau underwriter,

sehingga mereka dapat membagi tanggung jawabnya dengan profesi penunjang, di sisi lain investor yang

masih awam tidak mempunyai instrumen untuk menilai. Ketimpangan ini terjadi disebabkan beberapa

faktor, seperti, moral, etika,kurangnya profesionalisme, dan peraturan perundangundangan yang belum

memadai. Adapun kajian secara normatif terutama semula terhadap Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/

KMK. 013/1990 tentang Pasar Modal dan RUU tentang Pasar Modal yang belum disetujui oleh DPR,

kemudian karena dalam waktu yang begitu cepat. RUU tentang Pasar Modal tersebut telah menjadi Undang-

undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka penulis menyesuaikan dengan Undang-undang yang

baru tersebut.
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